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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KILANG MINYAK DI DALAM NEGERI

OLEH BADAN USAHA SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan energi,

menjamin ketersediaan bahan bakar minyak, dan

mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak,

perlu mengoptimalkan partisipasi badan usaha swasta

untuk melaksanakan pembangunan kilang minyak di

dalam negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang

Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di dalam

Negeri oleh Badan Usaha Swasta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
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Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5047);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004

tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4996);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);

5. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang

Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang

Minyak di dalam Negeri (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 417);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan

Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha

Hilir Minyak dan Gas Bumi;

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan
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Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Negeri

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KILANG

MINYAK DI DALAM NEGERI OLEH BADAN USAHA SWASTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kilang Minyak Swasta yang selanjutnya disebut Kilang

Minyak adalah kilang minyak bumi dan/atau kondensat

beserta fasilitas pendukungnya yang dibangun oleh

Badan Usaha Swasta di dalam negeri.

2. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa

hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur

atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal,

lilin, mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh

dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk

batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk

padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan

dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

3. Kondensat adalah cairan hasil dari kondensasi dari fase

gas bumi pada tekanan dan temperatur atmosfer berupa

fraksi pentana ke atas (>C5+).

4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal

dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau Kondensat.

5. Izin Usaha Pengolahan adalah izin yang diberikan kepada

badan usaha untuk melaksanakan pengolahan Minyak

Bumi dan/atau Kondensat untuk menghasilkan Bahan

Bakar Minyak sebagai produk utama.

6. Badan Usaha Swasta adalah perusahaan berbentuk

badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang
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bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang seluruh atau sebagian

besar sahamnya dimiliki oleh swasta.

7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang

mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan

gas bumi.

9. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk

untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap

penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak

dan gas bumi serta pengangkutan gas bumi melalui pipa

pada kegiatan usaha hilir.

Pasal 2

Pembangunan Kilang Minyak oleh Badan Usaha Swasta

bertujuan untuk:

a. mewujudkan ketahanan energi;

b. penambahan volume kapasitas produksi Bahan Bakar

Minyak nasional; dan

c. mengurangi ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak.

BAB II

PEMBANGUNAN KILANG MINYAK OLEH

BADAN USAHA SWASTA

Pasal 3

(1) Badan Usaha Swasta dapat melaksanakan pembangunan

Kilang Minyak di dalam negeri.

(2) Pembangunan Kilang Minyak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Izin Usaha

Pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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